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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses
kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar
mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Kebijakan yang telah
direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan
bahwa kebijakan tersebut pastiberhasil dalam implementasinya. Banyak
variable yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi baik yang
bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu
program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi
perilaku birokrat sebagai pelaksana kebijakan.

Birokrasi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah berfungsi sebagai
pelaksana kebijakan. Birokrasi melaksana tugas maupun fungsi pemerintah
dari hari ke hari tentunya membawa dampak pada warga negaranya. Peranan
birokrasi sangat menentukan keberhasilan dari program yang telah ditetapkan
oleh pemerintah. Sinergitas antara pembuat kebijakan dengan birokrasi atau
dengan kata lain dinas sebagai implementator sangat penting guna pencapaian

tujuan kebijakan.



Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk
mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langka yang
ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program

atau melalui formulasi kebijakan publik tersebut.

Ripley dan Franklin.(1982) dalam Winarno (2012:148) berpendapat

bahwa:

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan
yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit),
atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk
pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang
tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat
pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa
tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang
dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Lebih jauh menurut
mereka, implementasi implementasi mencakup bayak macam kegiatan.
Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang
dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan
sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan dengan
lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah,
bahan-bahan mentah, dan diatas semuanya uang. Kedua, badan—badan
pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan—
arahan konkret, regulasi, serta rencana — rencana dan desain program.
Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-
kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas
untuk mengatasi beban kerja. Akhirnya, badan-badan pelaksana
memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau
kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau
pembayaran atau batasan-batasan tentang kegiatan atau apapun lainnya
yang bisa di pandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu
program.



Suatu program atau kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih
olen pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti
berhasil dalam implementasinya. Banyak variable yang dapat mempengaruhi
keberhasilan implementasi baik yang bersifat individual maupun kelompok
atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya
pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana
kebijakan.

Birokrasi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah berfungsi sebagai
pelaksana kebijakan. Birokrasi melaksana tugas maupun fungsi pemerintah
dari hari ke hari tentunya membawa dampak pada warga negaranya. Peranan
birokrasi sangat menentukan keberhasilan dari program yang telah ditetapkan
oleh pemerintah. Sinergitas antara pembuat kebijakan dengan birokrasi atau
dengan kata lain dinas sebagai implementator sangat penting guna pencapaian
tujuan kebijakan.

Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk
mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langka yang
ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program

atau melalui formulasi kebijakan publik tersebut.

Edward 11 (1980,1), menegaskan bahwa masalah utama administrasi

publik yaitu:



Lack of attention to implementation. Dikatakannya, without effective
implementation the decission of policymakers will not be carried out
successfully. Maknanya yaitu melalui implementasi yang efektif sebuah
kebijakan dapat berhasil mencapai tujuannya. Ada beberapa variabel
penting yang dapat menetukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Beberapa pakar mengklarifikasikan variabel-variabel penting dalam

implementasi kebijkan.”

Lalu setelah suatu kebijakan negara memperoleh legitimasi, agar
diperoleh intended impact, perlu diimplementasikan. Meter dan Horn (1979)
dalam Suaib (2016), merumuskan mengenai proses implementasi sebagai
“those actions by public of private individuals (and group) that are directed at
the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions”.
Makna perumusan diatas adalah bahwa impelentasi mengandung pengertian
tindakan yang di lakukan individu-individu (dan kelompok-kelompok) atau
pemerintah dan swasta yang mengarah pada tujuan dan sasaran yang
ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk,
mentransformasikan keputusan-keputusanmenjadi pola-polaoperasional, serta
melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baikyang besar

maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses
kebijakan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar
mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan
dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan

segera setelah penetapan undang-undang.

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan

undang-undang di mana berbagai aktor,organisasi,prosedur, dan teknik



bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan atau program-program.
Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana
tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan. Akhirnya,pada
tingkat abstrasi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna
bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang
dikatikan dengan program atau dengan undang-undang, dan keputusan

yudisial.

Yeremias T.(1995) dalam Herabudin (2016:146) menjelaskanbahwa:

Proses implementasi kebijakan publik adalah sebuah tahapan yang
dilakukan setelah kebijakan diadopsi (adopted) atau disahkan oleh yang
memiliki otoritas untuk kebijakan bersangkutan. Dengan demikian,
implementasi  kebijakan publik sering dikaitkan dengan proses
administratif yang ditemukan banyak proses dan aktivitas organisasional
dalam proses dan pendekatan yang dilakukannya.

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses
implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan
administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan
menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran (target group), tetapi
menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung
atau tidak langsung dapat mempe ngaruhi perilaku dari semua pihak yang
terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang

diharapkan (intended) maupun yang tidak diharapkan (unintended).

Teori yang di gunakan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan
Program Pembangunan Infrstuktur Jalan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan
Tata Ruang Di Kabupaten Majalengka, peneliti ini menggunakan teori dari

Merilee S. Grindle (1980) dalam Nugroho(2017:745).



Dalam pandangan Grindle, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua

variabel,yaitu:
1. Isi Kebijakan
Isi Kebijakan atau konten akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan
implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan yang dipandang tidak
populis, kebijakan yang menghendaki perubahan besar, pada umumnya akan
mendapatkan  perlawanan baik dari kelompok sasaran = sehingga
implementornya mungkin merasa kesulitan melaksanakan kebijakan tersebut
atau merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi
menurut Grindle antara lain ialah kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya
program, jenis manfaat yang akan dihasilkan, jangkauan perubahan yang
diinginkan, kedudukan pengambil keputusan, pelaksana program, sumber
daya yang disediakan, konteks implementasi.

2. Konteks Implementasi

Lingkungan Implementasi kebijakan mencakup hal berikut, antara lain
besarnya kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor
yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik intuisi dan rezim

yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Menurut Jones (2000: 1) yang di kutip dari Jurnal llmiah Publika (2013)
mengemukakan:

Implementasi kebijakan adalah suatu proses interaksi antara suatu perangkat
tujuan dengan tindakan atau bersifat interaktif dengan kegiatan-kegiatan
kebijaksanaan yang mendahuluinya, dengan kata lain implementasi
merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoprasikan sebuah program
dengan pilar- pilar organisasi, interpretasi, dan pelaksanaan.



Menurut Wahab (2004:64) yang dikuti dari Jurnal llmiah Publika (2013)
mengemukakan bahwa: “Implementasi Kebijakan dapat dipandang sebagai suatu

proses melaksanakan keputusan kebijakan.

2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik

Studi kebijakan publik mulai berkembang pada awal tahun 1970-an
terutama dengan dengan terbitnya tulisan Harold D Laswell tentang Policy
sciences. Kebijakan Publik Menurut Thomas Dye (1981) dalam Subarsono

(2013:3) adalah:

Apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan
(public policy is whatever governmentsn choose to do or not to do).
Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu
yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh
pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang dilakukan oleh
pemerintah, segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan mempunyai
pengaruh terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Salah satu definisi
mengenai kebijakan publik menurut Robert Eyestone (1971;18) dalam buku
Nuryanti Mustari (2015: 4) yaitu :Secara luas kebijakan publik dapat
didefinisikan  sebagai  “hubungan  suatu unit  pemerintahdengan
lingkungannya”. Konsep ini mengandung pengertian yang sangat luas dan
kurang pasti karena apa yang dimaksud kebijakan publik dapat mencakup

banyak hal. Carl Friedrich dalam Mustari dan (2015:5) mengatakan bahwa:

Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang di usulkan oleh seseorang,
kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang
memberikan  hambatan-hambatan dan  kesepakatan-kesepakatan
terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi
dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran
atau suatu maksud tertentu.



Kemudian, Wahab (1997) dalam Mustari (2015:6) menuturkan bahwa:

Pembuatan kebijakan publik (public policy-making) pada hakekatnya
merupakan proses politik yang amat kompleks dan analitis dimana tidak
mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses itu
sesungguhnya yang tidak pasti.

Serangkaian kekuatan-kekuatan yang agak kompleks itulah yang kita
sebut sebagai pembuatan kebijakan publik yang kemudian
membuahkan hasil yang disebut kebijakan. Sejalan dengan pendapat
diatas, bahwa kebijakan merupakan suatu penomena komplek yang
terdiri dari sejumlah keputusan yang dibuat oleh sejumlah individu dan
organisasi pemerintah(Muhlis Madani,2011).

Menurut Nugroho (2003:51) dikutip dari web http://repository.uma.ac.id.

Yaitu:

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-
citakan, jadi jika cita cita Bangsa Indonesia adalah mencapai
masyarakat indonesia yang adil dan makmur berdasarkan pancasila
(Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi dan Keadilan) dan
UUD yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan maka
kebijakan publik adalah seluruh prasarana untuk mencapai tujuan
tersebut.

2.2 Proses Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang
telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah
keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola oprasional serta berusaha
mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah
diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakekatnya adalah upaya pemahaman

apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.

Proses implementasi mengutip dari jurnal Yudistira (2010) dalam

http://www.Scribd.com/doc/32034707/impementasi-kebijakan-publik.
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Proses implementasi kebijaka tidak hanya melibatkan instansi yang
bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersubut, namun juga
menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial. Dalam tataran
praktis implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan
dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahap, yaitu tahapan
pengesahan peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi
pelaksana, ketersidaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan,
dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak, dampak
keputusan sebagaimana yang telah diharapkan instansi pelaksana, dan
upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Proses
persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting
yakni penyiapan sumber daya, metode, penerjemahan kebijakan menjadi
rencana dan arahan yang dapat diterima serta dijalankan.

2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan ImplementasiKebijakan

Beberapa faktor-faktor di bawah ini di ambil dari website.

https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-
mempengaruhi-implementasi-kebijakan.

Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) dalam Subarsono (2010)

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), ada enam variabel yang
mempengaruhi  kinerja implementasi, yakni: (1) standar dan sasaran
kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan
aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) disposisi implementor; (6)
kondisi sosial, ekonomi dan politik.

1. Standar dan sasaran kebijakan. Setiap kebijakan public harus mempunyai
standard an suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan
tersebut tujuannya dapat terwujudkan. Dalam standard an sasaran kebijakan
tidak jelas, sehingga tidak bias terjadi multi-interpretasi dan mudah
menimbulkan kesalah-pahaman dan konflik di antara para agen
implementasi.

2. Sumberdaya. Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan
sumberdaya, baik sumberdaya manusia (human resources) maupun
sumberdaya materi (matrial resources) dan sumberdaya metoda (method
resources). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah
sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi
kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.

3. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program implementasi
kebijakan,sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik
antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi.
Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi
keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi
merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-
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programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.

4. Karakteristik agen pelaksana. Dalam suatu implementasi kebijakan agar
mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasikan dan diketahui
karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-
norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu
akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah
ditentukan.

5. Disposisi implementor. Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi
implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu; (a) respons implementor
terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk
melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap
kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intens disposisi implementor, yakni
preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

6. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup
sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan
implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan
memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para
partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik
yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi
kebijakan.

Pandangan Edward 111 yang dikutip dalam Nugroho (2011:638), implementasi

kebijakan di pengaruhi oleh empat variabel,yaitu:

Pertama komunikasi kebijakan, berarti merupakan proses penyampaian
informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada
pelaksana kebijakan (policy implementers). Komunikasi kebijakan
memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi penyampaian
informasi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency).
Dimensi  Transmission yaitu menghendaki agar kebijakan public
disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga
disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan. Dimensi kejelasan
(clarity) berarti menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada
para pelaksan, sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas. Sehingga
diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dari
kebijakan. Dimensi Konsistensi (consistency) yaitu perintah yang diberikan
dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk
ditetapkan atau dijalankan.

Kedua yaitu sumberdaya, bagaimanapun jelas dan konsistensinyaketentuan-
ketentuan atau aturan-aturan. Jika para pelaksana kebijakan yang
bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai
sumbersumber daya maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan
efektif. Dimensi Sumber daya meliputi Manusia (staff), Peralatan
(facilities), dan Informasi dan Kewenangan (information and authority).
Dimensi sumber daya manusia berarti, efektivitas pelaksanaan kebijakan



sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang
bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Dimensi Sumber daya
peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi
implementasi suatu kebijakan. Dimensi Informasi dan Kewenangan yaitu
informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara
mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan
terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan
dilaksanakan adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga yaitu disposisi; disposisi ini merupakan Kkarakteristik yang
menempel erat kepada pelaksana. Disposisi terdiri dari pengangkatan
birokrasi (staffing the bureaucracy) dan insentif (incentives). Dimensi
pengangkatan birokrasi merupakan pengangkatan dan pemilihan pegawai
pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada
kebijakan yang telah ditetapkan. Dimensi Insentif merupakan salah-satu
teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana
kebijakan dengan pemberian penghargaan, baik uang atau yang lainnya.

Keempat vyaitu struktur birokrasi; struktur organisasi yang bertugas
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi
adalah adanya Standard Operating Procedures (SOP). SOP akan menjadi
pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Tidak jelasnya SOP
diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya akan berdampak
pada gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. Dimensi fragmentation
merupakan organisasi pelaksana yang terpecahpecah atau tersebar akan
menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi
organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

2.4 Tinjauan Tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan

2.4.1 Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh
pemerintah yang perununtukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian
kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya
dengan cara meningkatkan pembangunan. Sedangkan pelaksanaanya itu sebagai
cara atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.

Mengutip dari buku Digdowiseido (2019:7) Mengenai pengertian
pembangunan, menurut para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam
seperti halnya perencanaan.

“Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan
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orang lain, daerah yang dengan daerah yang lainnya, negara satu dengan
negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa
pembangunan merupakan proses untuk perubahan (Riyadi dan Deddy
Supriyadi Bratakusumah, 2005)”.

Menurut siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan
sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang
berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, pemerintah,
menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Sedangkan menurut
Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana yaitu
sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang
dilakukan secara terencana”.

Menurut Siagian di ambil dari website: http://repository.uin-

suska.ac.id/4378/3/BAB%202.pdf

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha
pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar
oleh suatu bangsa dan Negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan
bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan di
rencanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah
harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan
pembangunan nasional (S.P. Siagian 2005).

2.4.2 Pengertian Infrastruktur Jalan

Apa pengertian infrastruktur secara umum? Jadi, jika ditinjau dari
pengertian infrastruktur secara umum, pengertiannya adalah seluruh struktur
dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial, misalnya saja bangunan,
pasokan listrik, jalan, dan lainnya yang dibutuhkan untuk operasional
aktivitas masyarakat maupun perusahaan. Adapun pendapat lain yang
mengungkapkan bahwa infrastruktur merupakan segala jenis fasilitas yang
diperlukan oleh masyarakat umum guna mendukung berbagai aktivitas

masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan arti lain, infrastruktur
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merupakan semua fasilitas, entah itu fisik ataupun non fisik yang dibangun
oleh pihak pemerintah atau perorangan guna memenuhi keperluan dasar
masyarakat dalam lingkup ekonomi dan sosial. Umumnya, infrastruktur
merujuk pada pembangunan secara fisik untuk fasilitas umum, misalnya jalan
raya, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, pengolahan limbah, air bersih, bandar
udara, dan masih banyak lagi. Selain itu, infrastruktur juga bisa merujuk pada
hal-hal yang teknis seperti mendukung kegiatan ekonomi dengan cara
menyediakan moda transportasi, distribusi barang dan juga jasa, dan lain
sebagainya.

Pengertian Infrastruktur Menurut kamus besar bahasa Indonesia,
infrastruktur memiliki arti sarana dan prasarana umum. Menurut American
Public Works Association, Stone (1974) dalam Kodoaite, R.J.,(2005)
Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau
dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk funsi-fungsi pemerintahan dalam
penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan
pelayanan lainnya yang serupa untuk memfasilitasi tujuan-tujuan social dan
ekonomi.

Pengertian infrastruktur menurut N. Gregory Mankiw yang dikutip dari

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-infrastruktur/ mengatakan:

“Dalam ilmu ekonomi, yaitu sebuah wujud modal publik atau public
capital yang terdiri dari jembatan, jalanan umum, sistem saluran
pembuangan, dan lainnya sebagai salah satu investasi yang dilakukan oleh
pemerintah”.

Pengertian infrastruktur menurut Robert J. Kodoatie yang dikutip dari

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-infrastruktur/ mengatakan:

“Suatu sistem yang menunjang sistem ekonomi dan sosial yang sekaligus
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menjadi perantara sistem lingkungan. Dimana sistem tersebut dapat

digunakan sebagai salah satu dasar dalam mengambil kebijakan”.

Apa itu infrastruktur jalan? Infrastuktur jalan merupakan lokomotif untuk
menggerakan pembangunan ekonomi bukan hanya di perkotaan tetapi juga di
wilayah pedesaan. Selain itu, infrastruktur merupakan pilar menentukan
kelancaran arus barang, jasa, manusia,uang dan informasi dari satu zona pasar

ke zona pasar lainnya.

Menurut Moteff (2003) dikutip dari jurnal Jurnal Dinamika Sosbud, Rr.
Lulus Prapti NNS, Edy Suryawardana dan Dian Triyani. (2015) mengatakan:
“Infrastruktur tidak hanya terbatas pada sudut pandang ekonomi melainkan

juga pertahanan dan keberlanjutan pemerintah.
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